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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 

Nomor 95/Pid.Sus-LH/ 2019/PN Ktp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil 

Hutan Tanpa Izin merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam 

putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp, 

bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengangkutan hasil 

hutan tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 

95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp. 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik penelitian normatif kemudian 

dianalisis secara kualitatif mengunakan pendekatan secara deskriptif analisis. 

Yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk 

uraian kalimat dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diuraikan. Bahan hukum yang digunakan berupa sebuah 

putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp sebagai 

bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum yang lainnya mengunakan bahan 

hukum sekunder yang berupa kajian-kajian pustaka, dan beberapa karya tulis yang 

berkenaan dengan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan 

mengenai illegal logging. Penelitian ini di analisis dengan teknik deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus hukum pidana 

islam. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan 

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp. menyatakan 

bahwasanya terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. Dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman 

terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 Tahun dan denda 

sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda 

tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) Bulan. Hal 

ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 yang disebutkan dalam 

pasal 83 bahwasannya terdakwa dihukum dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun 

dan denda sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jika dikaji menurut 

hukum pidana Islam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini 

merupakan perbuatan baru yang belum ditetapkan dalam hukum Islam maka 

dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah 

ta’zir.  

 Dari kesimpulan diatas, diharapkan kepada seluruh masyarakat serta penegak 

hukum pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan, supaya 

senantiasa tetap terjaga untuk kehidupan yang akan datang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada era perkembangan zaman saat ini kemajuan teknologi dan 

berbagai aspek mengenai peralatan canggih sudah mengalami 

perkembangan secara signifikan. Beberapa hal yang dulunya belum dapat 

teratasi kini dapat ditangani dengan berbagai peralatan modern. Namun 

sejalan dengan perkembangan zaman tersebut, dampak negatif yang 

ditimbulkan dalam penggunaan alat modern, salah satunya adalah 

pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, khususnya hutan. tetapi 

juga memiliki dampak positif, salah satunya kemudahaan dalam 

mengakses pengunaannya. 

Dalam ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

menjelaskan bahwa:  

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas 

alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya”1. 

Kandungan potensi sumber daya alam hutan di Indonesia sangat 

besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan perkembangan 

 
1Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan perusakan Hutan. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

2 
 

 
 

pembangunan maupun dalam perekonomian. Potensi yang sangat besar 

tersebut, bahwa Indonesia memiliki berbagai ekosistem yang beragam 

mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan 

hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau, banyak sumber alam 

yang dapat dihasilkan oleh hutan untuk kepentingan masyarakat sehingga 

terdapat beberapa sumber daya alam yang dapat digunakan bagi 

kepentingan semua.2 

Bagi kehidupan manusia sumber daya alam memiliki peran dan 

fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam 

pemanfaatannya sumber daya alam yang ada di Indonesia lebih banyak 

berperan sebagai faktor pembangunan dan ekonomi demi kesejahteraan 

manusia. Dalam kehidupan sumber daya alam harus tetap seimbang 

mengenai pemanfaatannya, sehingga dapat terciptanya kondisi yang baik. 

Salah satunya adalah menjaga pemanfaatan hutan yang melebihi batas dari 

ketentuan undang-undang dan menjaga dari perusakan atau eskploitasi 

mengenai hasil hutan berupa kayu yang dilakukan tanpa izin.  

Sumber daya alam hutan memiliki potensi tinggi dalam menunjang 

kesejahteraan masyarakat, bahkan hutan yang ada di berbagai belahan 

dunia. Kedudukan hutan yang menempati posisi yang sangat strategis 

dalam kehidupan Internasional dapat menunjang kesejahteraan manusia. 

Hutan memiliki kedudukan tinggi dalam pemanfaatan 

perkembangan daerah maupun nasional, selain itu kandungan yang 

 
2Dodi Nandika, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2005), 1. 
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dimiliki hutan memiliki manfaat yang tinggi bagi kehidupan manusia 

maupun hewan. Dalam memanfaatkan dan melindungi hutan rasa 

keperdulian masyarakat harus ada demi melindungi keutuhan ekosistem 

yang berada di hutan demi kelangsungan kesejahteraan bangsa Indonesia, 

baik untuk sekarang ataupun untuk masa depan kesejahteraan Indonesia. 

Dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi 

dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Oleh sebab itu dalam menyikapi setiap kerusakan alam yang telah 

di timbulkan atas kesengajaan manusia,  pemerintah bertanggung jawab 

penuh atas kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada di negaranya3. 

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 

Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Setiap orang  yang melakukan 

pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan 

surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”4. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hasil 

hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat pengangkutan 

disertai bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

(SKSHH) dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat 

pengangkutan tidak disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan. Jika tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya 

Hasil Hutan berarti sama dengan melanggar peraturan yang telah 

 
3Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konversial Hutan dan Segi-Segi Pida, cet 1 (Jakarta:PT 

Rineka Cipta ,1977), 2. 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (29) 
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ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi penjara/denda, dan 

sanksi administratif. 

Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin merupakan perbuatan 

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 

83: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 

b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 12 huruf h 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah). 

2) Orang perorangan yang karena kelalaiannya: 
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a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d; 

b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang  tidak 

dilengkapi secara surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan 

paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah. 

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 

ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat 

tiinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pealku dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 

(dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

4) Koorporasi yang: 

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 
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b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)5. 

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (9) 

dinyatakan bahwa “pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan 

bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara 

optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 

kelestariannya”6.  Namun dalam pemanfaatan hutan sekarang ini banyak 

disalahgunakan seperti salah satunya pengangkutan kayu hasil hutan tanpa 

izin. 

Hukum Pengangkutan kayu hasil hutan bersifat administratif, maka 

dalam pelaksanaa kegiatan pengangkutan kayu harus disertai dengan Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas 

pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 50 ayat 

 
5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4. 
6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (9) 
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(3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa 

“Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan 

yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Sahnya Hasil Hutan”7. 

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan dokumen-

dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen 

kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 

Dalam penanganan kerusakan hutan pemerintah mengambil suatu 

tindakan tegas dalam menangani kejadian perusakan hutan. Kesungguhan 

pemerintah dalam menangani serta menjaga lingkungan terbukti dengan 

adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur masalah 

lingkungan dengan penetapan hukuman bagi pelanggarnya. Sebagai 

penegak yang menduduki kekuasaan tertinggi, pemerintah mengeluarkan 

beberapa kebijakan yang diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, tetapi tidak hanya mengenai Kehutanan karena hanya 

mengatur beberapa ketentuan saja di dalamnya. Dalam perkembangan 

terhadap kejahatan mengenai kehutanan pemerintah dalam menangani 

kasus terus mengalami perkembangan dengan diterbitkannya Undang-

undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 yang mengatur 

mengenai kejahatan tentang tindak pidana illegal logging  juga 

menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap 

perseorangan/korporasi yang terorganisasi  melakukan tindakan 

 
7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (3) huruf h. 
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pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika peraturan Undang-Undang 

yang telah ditetapkan dilanggar, maka sesuai yang ditetapkan pelaku 

tindak pidana akan dikenai sanksi penjara atau sanksi denda.  

Dalam menunjang stabilitas ekosistem yang ada di dalam hutan, 

pemerintah menetapkan Undang-undang No. 18 tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan tujuan : 

a. Memberikan kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku 

tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja. 

b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap 

menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem 

sekitarnya. 

c. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan 

pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dalam menangani 

perusakan hutan 

d. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan 

memperhatikan kondisi dalam mengoptimalkan fungsi hutan 

untukmewujudnya masyarakat sejahtera.8 

Kelestarian hutan tidak hanya diatur dalam hukum positif, hal ini 

juga dijelaskan dalam hukum Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai 

hubungan manusia dengan manusia lainnya, namun juga mengatur 

hubungan manusia dengan alam untuk menjaga keharmonisan hidup di 

dunia demi kemashlahatan bersama dan terwujudnya lingkungan yang 

 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan  
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sehat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang 

berbunyi :  

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِاَ  كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ 

 يَ رْجِعُونَ 

   “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar)”. 

Dijelaskan juga dalam firman Allah Surah Al-A’raf Ayat ayat 56 yang 

berbunyi :  

نَ  وَلَا تُ فْسِدُواْ فِ الَأرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحَْْتَ اللّرِ قَريِبٌ مرِ

 الْمُحْسِنِين

   “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah 

Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. 9 

Ayat diatas secara tegas menjelaskan kerusakan alam yang 

disebabkan oleh manusia. Dampak yang terjadi dari kerusakan alam 

tersebut dapat menimbulkan bencana yang dapat merugikan manusia 

 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 224. 
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apabila hal ini dilakukan secara terus menerus tanpa mempertimbangkan 

kelangsungan ekosistem. 

Berkaitan dengan hal ini, penulis akan mengkaji penelitian ini dari 

sudut pandang hukum pidana Islam (jinayah). Dalam jinayah perbuatan  

ini dapat dikategorikan sebagai pembaruan hukum Islam karena tidak 

diatur secara spesifik dalam hukum Islam mengenai pertanggungjawaban 

pidana terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Oleh 

karenanya hal ini dapat diklasifikasikan dalam unsur-unsur jarimah ta’zir.  

Jarimah ta’zir dapat diartikan sebagai pencegahan dan penolakan 

pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Ta’zir dapat 

diartikan sebagai mendidik, yang dimaksud dengan mendidik itu 

merupakan memperbaiki perilaku pelaku agar ia menyadari atas perbuatan 

jarimahnya dan meninggalkan dan menghentikannya. Hukum ta’zir 

diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau tindak pidana 

kejahatan yang belum ada ketentuan dalam Islam. Mengenai tentang 

tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan suatu 

perbuatan yang baru serta belum diatur dalam hukum pidana islam tetapi 

perbuatan tindak pidana ini merupakan perbuatan yang tercela karena turut 

membantu perbuatan yang melawan hukum. Maka dapat diartikan 

bahwasanya perbuatan ini termasuk perbuatan yang telah melanggar 

ketentuan yang ada dalam Islam dengan maksud untuk mengambil barang 

tanpa sepengetahuan pemilik dengan maksud untuk menguasainya secara 

penuh. 
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Dalam hukum pidana Islam, denda atau diyat merupakan salah satu 

jenis hukuman dari ta’zir. Menurut kamus besar bahasa Indonesia di tulis 

dengan “ta’zir” yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar 

kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. 

Ta’zir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh kebijaksanaan 

penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan 

mendisiplinkan warga mereka. Dalam hal ini, ta’zir merupakan hukuman 

yang mendisiplinkan bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan hadd 

dan kaffarah.10 

Dalam kasus penelitian ini, sanksi atau pertanggungjawaban pidana 

terhadap pengangkutan hasil hutan tanpa izin yakni tanpa dilengkapi 

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Berdasarkan 

putusan Pengadilan Negeri Ketapang 95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp 

disebutkan terdakwa atas nama Ahmad Mubarok Bin Isweldi dinyatakan 

bersalah dan tekah melanggar ketentuan dalam pasal 83 ayat (1) UU 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan dan dihukum pidana penjara selama 2 Tahun dan denda 

sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila 

pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan  

selama 2 (dua) bulan.  

 
10 Sahid,”Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah”, (Wonocolo: Surabaya: 

Pustaka Idea, 2015), 13-14. 
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Terhadap putusan tersebut, penulis menemukan ketidaksesuaian 

antara regulasi yang terdapat dalam bunyi pasal 83 ayat (1) UU No. 18 

Tahun 2013 dimana pasalnya berbunyi bahwasannya “orang perseorangan 

yang dengan sengaja: a) memuat, membongkar, mengeluarkan, 

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan 

hutan tanpa izin; b) mengangkut, menguasai, atau memilih hasil hutan 

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 

hutan; c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar. Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

2.500.000.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).  

Jika mengacu pada ketentuan pasal 83 ayat (1) diatas hukuman 

yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak berkesuaian. Menarik untuk 

dibahas, mengingat hukum pidana Islam yang mengatur hukuman terkait 

jarimah pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang disamakan dengan 

hukuman ta’zir dirasa tidak sepadan dengan apa yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.  

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang skripsi diatas, 

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana 

pengangkutan hasil hutan tanpa izin dengan dengan judul skripsi 

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusa Pengadilan Negeri 
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Ketapang  Nomor 95/Pid.Sus-LH/PN Ktp Tentang Tindak Pidana 

Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat 

diketahui timbulnya beberapa masa. Adapun masalah yang akan 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi terhadap tindak 

pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin putusan pengadilan 

Nomor  95/Pid.Sus-LH/2019/PN.Ktp. 

b. Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam hukum 

putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-

LH/2019/PN Ktp tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan 

tanpa izin  

c. Tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam tentang putusan 

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN.Ktp.   

2. Batasan Masalah 

Melihat pembahasan tentang skripsi yang dikaji maka 

permasalahan ini dibatasi dengan : 

a. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang 

Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tentang tindak pidana 

pengangkutan hasil hutan tanpa izin  
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b. Tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindak 

pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam putusan 

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp 

C. Rumusan Masalah  

Agar penulisan ini lebih terarah pada permasalahan maka  

memfokuskan pada beberapa masalah untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, 

yaitu : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tentang tindak pidana 

pengangkutan hasil hutan tanpa izin? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap 

tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam putusan 

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp? 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau  

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 

telah ada. 

Penelitian yang membahas mengenai tentang illegal logging atau 

pengangkutan hasil hutan tanpzi izin memang cukup banyak dan beragam 

dalam penjelasannya, namun dari keberagaman tema tersebut justru dapat 

mereferensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek penelitian 
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maupun fokus terhadap penelitiannya. Hal ini dapat dipahami dari 

beberapa penelitian skripsi yang diambil sebagai beriku: 

1. Skripsi Muhammad Zubair Husain Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012 berjudul 

tentang “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal 

Logging) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Jeneponto)”. Penelitian ini bertujuan membahas tentang ketentuan 

hukum acara pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar. Dalam 

tulisan ini penulis tidak menjumpai pembahasan khusus terkait sanksi 

illegal logging dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan hukum acara  

pidana terhadap pembuktian tindak pidana penebangan liar yang 

dijatuhkan kepada pelaku pengangkutan hasil hutan secara ilegal. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam 

fokus penelitian penulis lebih kepada analisis fiqh jinayah tentang 

sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-

LH/2019/PN Ktp. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Ayutia Damanik, Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil 

Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

(SKSHH).” Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana kejahatan 

hutan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, dan 
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Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini menegaskan 

bahwasannya SKSHH menjadi motif dalam terpenuhinya unsur pidana 

pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis bahwa dalam skripsi tersebut 

pertanggungjawaban pidana telah sesuai dengan ketentuan pasal 88 

ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, sedangkan dalam penelitian penulis 

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan 

ketentuan UU diatas, oleh karenanya penulis tertarik untuk menelaah 

lebih lanjut terhadap putusan hakim dalam Putusan  Putusan 

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Eni Sari, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Raden Fatah Palembang Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Ilegal Logging Di Desa Ngulak Kecamatan 

Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.” Skripsi ini membahas 

mengenai kejahatan illegal logging yang ada di daerah kecamatan 

ngulak desa sanga, dalam penjelasan mengenai tinjauan hukum pidana 

islam terhadap illegal logging memiliki kesamaan seperti apa yang 

telah di uraikan diatas11. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah 

metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian empiris yaitu menggali sumber data secara langsung ke 

lokasi penelitian, sedangkan penelitian penulis menggunakan kajian 

 
11Eni Sari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ilegal Logging”, (Skripsi – UIN Raden 

Fattah, 2018), 35. 
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pustaka yang didapat dari kitab, buku atau sumber lainnya yang masih 

relevan dengan penelitian.  

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, ada beberapa kesamaan 

terhadap hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana illegal 

logging, tetapi dalam skripsi yang saya buat ini lebih memfokuskan dalam 

mengkaji sanksi hukuman dan ditinjau secara hukum pidana islam maupun 

hukum pidana positif  yang mana dalam memutuskan suatu perkara hakim 

tersebut kurang memperhatikan Pasal 83 ayat 1 (b) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan.  

E. Tujuan Penelitian  

Sehubung rumusan masalah di atas dalam kegunaan penelitian bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 

Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tentang tindak 

pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam 

terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam 

putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN 

Ktp. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Sehubung dengan hasil penelitian diharapkan hasil bisa memberikan 

manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek : 
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1. Aspek Teoritis 

Kegunaan secara teoritis merupakan manfaat penelitian yang 

berupa konsep, dimana konsep tersebut memerlukan kajian lebih lanjut 

untuk dikembangkan secara tidak langsung.12  

Kegunaan teoritis dari penelitian yang telah dikaji diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya 

untuk ilmu hukum pidana di Indonesia dalam pembaharuan hukum 

positif dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya khususnya di bidang illegal logging. 

2. Aspek Praktis 

Kegunaan penelitian dalam aspek praktis adalah manfaat 

penelitian yang tidak kita lakukan namun memberikan manfaat dalam 

kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan 

dengan keguanaan penelitian untuk memenuhi kebutuhan pokok 

manusia, baik secara rohani maupun jasmani.13 

Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan sumbangsih 

khususnya bagi penegak hukum baik hakim atau lembaga yudikatif 

lainnya dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pengangkutan hasil 

hutan tanpa izin untuk lebih berhati hati dan mempertimbangkan 

keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan kepada para pencari 

keadilan di negeri ini.  

G. Definisi Oprasional  

 
12 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 158. 
13 Ibid, 159. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

19 
 

 
 

Untuk mempermudah dalam memahami dari uraian diatas Maka perlu ada 

penjelasan dari beberapa istilah sebagai berikut : 

1. Hukum pidana adalah suatu peraturan yang membahas mengenai 

tentang peraturan terhadap tindak pidana, serta menentukan perbuatan 

apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman yang dapat 

dijatuhkan terhadap yang melakukan14. Menurut Sudarsono prinsip 

hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan 

pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut 

diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan15. 

2. Hukum Pidana Islam adalah kumpulan peraturan yang mengatur 

mengenai hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan memiliki 

sanksi, apabila melanggarnya dapat dijatuhi hukuman. Adalah jarimah 

ta’zir, yang penetapan hukumannya diatur oleh Ulil Amri (Pemimpin) 

yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang qodhi (hakim).  

3. Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin adalah suatu 

perbuatan yang termasuk dalam bagian dari tindak pidana illegal 

logging yang mana dimuat dalam ketentuan UU No 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana 

Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin.  

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 
14Titik TriwulanTutik, Pengantar Ilmu Hukum,  (Jakarta: Prestasi Pusakaraya, 2006), 215. 
15Ibid, 216. 
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Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian normatif yang objek kajiannya meliputi norma, kaidah, asas-

asas hukum, doktrin serta yurisprudensi.16   

2. Pendekatan Masalah  

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang terjadi. Dalam 

penelitian ini kasus yang diteliti berdasarkan putusan Pengadilan 

Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.  

b. Pendekatan Undang-undang (statute approach)  

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan 

perundang-undangan, memahami asas-asas dalam peraturan 

perundang-undangan secara singkat dan dapat dikatakan bahwa yang 

dimaksudkan berupa legislasi dan regulasi.17 

3. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber-

sumber primer yaitu sumber asli yang memuat data informasi 

 
16Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 119. 
17 Ibid, 137. 
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tersebut.18 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu:  

1) Undang-undang Dasar 1945  

2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 

3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

5) Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.sus-

LH/2019/PN.Ktp). 

6) Fiqih Jina>yah  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa data yang 

diperoleh dari sumber-sumber lain yang memuat informasi serta 

pendukung bahan hukum primer. Diambil dari kitab-kitab dan 

buku yang masih berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. A. Djazuli, Fiqh Jinayah. 

2. Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam. 

3. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah.  

4. Aziz syamsuddin, Tindak Pidana Khusus. 

5. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. 

6. Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum. 

7. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. 

 
18 Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 132. 
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8. Selfina Susim, Pidana Denda Dalam Pemidanaan serta 

prospek perumusannya dalam rancangan KUHP. 

9. N.H.T. Siahaan,  Hukum Lingkungan dan Ekologi 

Pembangunan.. 

10. R.M. Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan 

Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian dalam bentuk 

putusan dan referensi dari sumber bahan hukum seperti buku hukum, 

pengunaan teknik yang digunakan dalam pengumpalan bahan secara 

literatur, yaitu putusan Pengadilan Negeri Ketapang dan penggalian 

bahan pustaka yang berhubungan dengan pembahasan tindak pidana 

pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Bahan pustaka yang digunakan 

dalam penelitian menggunakan buku yang ditulis oleh pakar hukum  

yang mampu memberikan sumber hukum yang valid, khususnya dalam 

masalah Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jadi, dalam 

pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini tidak langsung ditujukan 

kepada subjek langsung, tetapi mengunakan berkas dalam dokumen 

yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 

95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp. 

5. Teknik Pengelolahan Data 
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Teknis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari dokumen dan dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut : 

a. Editing, melakukan pemeriksaan semua bahan hukum yang terdiri 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

dilakukan pemeriksaan secara teliti terhadap bahan hukum  

melakukan pemeriksaan kembali sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam penginputan dokumen yang ada. 

b. Organizing, yaitu menyusun kerangka bahan hukum yang secara 

sistematis dalam paparan yang lebih direncanakan sebagaimana 

dalam outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang 

deskriptif. 

c. Analizing, melakukan analisa terhadap bahan hukum yang di 

kumpulkan dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 

95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp.  

6. Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum telah terkumpul maka 

bahan hukum tersebut di analisa dengan menggunakan pola pikir 

deduksi. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa dalam penelitian 

normatif tidak memerlukan data lapangan tetapi dengan sumber bahan 

hukum yang telah dikumpulkan. Dalam analisis bahan hukum jenis ini 

adalah  dokumen atau arsip  dalam putusan Pengadilan Negeri 
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Ketapang Nomor 95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp dan relevensinya 

dengan hukum pidana islam dan hukum positif. 

Misal membasah mengenai teori tindak pidana yang sifatnya 

umum ditarik ke hal yang khusus dalam pembahasan terhadap suatu 

penelitian tersebut. 

I. Sitematika Pembahasan  

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana 

Islam Terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN.Ktp Tentang 

Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin” diperlukan adanya 

sistematika dalam pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

Bab I berisi pendahuluan merupakan gambaran umum yang terdiri 

dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah 

dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan 

Penelitian, Kegunanaan Hasil Penelitian, Definisi Oprasional, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan, alasan sub bab tersebut 

diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok 

mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui batasan, 

cakupan dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini 

dapat dipahami dan mudah untuk dicerna inti dalam penulisan. 

Bab II menguraikan mengenai konsep hukum pidana islam dan 

hukum positif tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. 

Kemudian bab ini terdiri dari atas dua sub bab. Sub bab pertama tentang 
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pengertian hukum pidana, Jenis hukum pidana, dan hukumannya dan sub 

bab kedua mengenai hukum pidana islam dengan point pengertian jinayah, 

pembagian jinayah, hukuman jarimah dan prespektif hukum islam 

terhadap kasus illegal logging. 

Bab III tentang penyajian penelitian bahan hukum dari putusan 

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp. bab ini 

memaparkan deskripsi mengenai tindak pidana pengangkutan hasil hutan 

tanpa izin dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan 

tersebut. Dalam deskripsi mengenai putusan pengadilan terdapat sub bab 

meliputi, Deskripsi Kasus, Keterangan Saksi, Dakwaan, Pertimbangan 

Hukum Hakim, Tuntutan, Pledoi, Hal-hal yang meringankan dan 

Memberatkan, dan Amar Putusan. 

Bab IV menganalisis mengenai sanksi tindak pidana pengangkutan 

hasil hutan tanpa izin menurut prespektif hukum positif dan hukum pidana 

islam dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum hakim yang 

dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pidana yang 

melakukan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang 

Nomor 95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp. 

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan 

berisikan kesimpulan dalam semua pembahasan yang ada di semua bab 

dan saran-saran.   
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BAB II 

HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK 

PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN  

A. Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar 

feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah 

yang masing-masing memiliki arti : Straf diartikan sebagai pidana dan 

hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit diartikan sebagai 

tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan121. 

Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara 

pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk 

kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah 

“perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana 

menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang 

dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut3. 

 Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, 

karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen, 

positif) atau melalaikan (verzium atau nalaten atau niet doen, negatif) 

 
1 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: , Rangkang Education & PuKAP Indonesia 

2012), 19. 
2  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 1 
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maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh 

Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana”4. 

Di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada 

dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat 

dari Strafbaar Feit yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila 

diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana. Masih banyak lagi 

pakar hukum lainnya di antaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai 

perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), strafwaardig (patut atau 

bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos 

mendefinisikan bahwa strafbaar feit merupakan kelakuan atau tingkah laku 

manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. 

Menurut Simons, strafbaar feit merupakan suatu handeling 

(tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 

(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang 

dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi 

kesengajaan (dolus) dan alpa atau lalai (culpa lata). Adapun Pompe 

memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang 

bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norm 

(kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang 

harus diberikan pidana untuk  dapat mempertahankan tata hukum demi 

menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-

 
4 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, 

(Jakarta: Storia Grafika, 2002), 207. 
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rumusan tentang tindak pidana (Strafbear Feit) yang diberikan oleh para 

sarjana ahli dalam hukum pidana5. 

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang 

berasal dari bahasa latin yakni delictum, sedangkan pengertian delik itu 

sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak 

pidana. Batasan terhadap delik pada umumnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan 

terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan 

perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar 

yang membenarkan perbuatan itu”. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian 

delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap pasal dari KUHP hanya 

menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis 

perbuatan yang diaturnya. Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons6 : 

a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif 

maupun perbuatan pasif. 

b. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, dan akan diancam 

hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis (undang- undang) 

maupun tidak tertulis. 

c. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan 

 
5 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 224-225. 
6 C.S.T. Kansil dan Christine S.T, Latihan Ujian Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 

107. 
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itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.  

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa tindak 

pidana adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan 

diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus harus 

dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.  

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana  

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui 

apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan 

yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Von Bemmelen unsur-

unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur- unsur 

kesalahan, kemampuan, bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum dari 

perbuatan tersebut. Sementara, unsur-unsur dari tindak pidana menurut van 

Hamel meliputi7   : 

a. Perbuatan; 

b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang 

merupakan perbuatan melawan hukum; dan 

c. Bernilai atau patut dipidana. 

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons 

yaitu8 : 

a. Suatu perbuatan manusia; 

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang- undang; 

 
7 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana...,  225. 
8 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika,1991), 

9. 
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dan 

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut9. Unsur-unsur tindak pidana yang dapat disimpulkan dari 

pengertian Moeljatno, yaitu : 

a. Perbuatan melawan hukum; 

b. Merugikan masyarakat; 

c. Dilarang oleh aturan; dan 

d. Pelakunya diancam dengan pidana.  

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur 

terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat 

dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan 

objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah

 adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu 

perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif 

penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Pompe memberi 

pengertian straafbaar feit itu dari 2 (dua) segi yaitu : 

a. Dari segi teoritis, straafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan 

sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, 

 
9 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi..., 208. 
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yang penjatuhan hukuman terhadap pelakunya tersebut adalah perlu, 

demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum; dan 

b. Dari segi hukum positif, straafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain 

merupakan suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang 

telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum10. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa 

terjemahan yang digunakan para ahli hukum pidana adalah bermacam-

macam, sebagai berikut : 

a. Tindak pidana. 

b. Perbuatan pidana. 

c. Peristiwa pidana. 

d. Perbuatan kriminal. 

e. Delik. 

Dengan demikian, delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum 

(manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai 

dengan ancaman pidana (sanksi) bagi perbuatannya. Unsur-unsur tindak 

pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. 

Walaupun unsur-unsur setiap delik atau tindak pidana berbeda-beda namun 

pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama yakni : 

a. Perbuatan aktif (positif) atau pasif (negatif); 

  

b. Akibat yang terjadi; 

  

 
10 P. A. F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: CV. Armico,2010), 182. 
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c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan 

melawan hukum materil; dan 

d. Tidak adanya alasan pembenar. 

  

Pada pasal-pasal dalam KUHP, ada unsur-unsur delik yang 

disebutkan secara tegas (expressis verbis) di dalam pasal itu sendiri. Di 

samping itu, ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam 

pasal-pasal KUHP tersebut, tetapi tetap diakui sebagai unsur-unsur dari 

delik atau tindak pidana. Misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya 

alasan pembenar. 

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam pasal- 

pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan dapat diterima 

sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan 

unsur-unsur dari tindak pidana atau delik ada tiga yaitu11: 

a. Dengan menerangkan atau menguraikan, seperti rumusan delik dalam 

Pasal 279, 281, dan 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam 

pasal-pasal tersebut dapat diketahui unsur- unsurnya; 

b. Dari rumusan delik atau tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal 

tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik 

itu sendiri. Contohnya pencurian Pasal 362 KUHP, penggelapan Pasal 

372 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP; dan 

c. Apabila pasal-pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa 

uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari 

 
11 M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, (Bandung:1984), 5. 
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delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya 

penganiayaan Pasal 351 KUHP, pasal ini tidak menjelaskan arti 

perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan 

diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada 

orang lain”. 

  

Selain yang diuraikan di atas, ada juga beberapa pasal dari KUHP 

yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan 

akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk dapat menjatuhkan 

pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa perbuatannya yang dilarang. Hal ini disebut dengan delik 

formil atau delik yang dirumuskan secara formil. Misalnya pencurian (Pasal 

362 KUHP). 

Delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Diartikan 

dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidananya si pembuat delik 

yaitu dengan terwujudnya akibat. Atau secara singkat dapat  dikatakan bahwa 

akibatnyalah yang dilarang. Misal Pasal 338 KUHP mensyaratkan bahwa si 

korban harus mati. 

Selain itu, terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan 

untuk dapat dipidananya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai 

Kepailitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau 

diikuti oleh keadaan pailit. Untuk jenis-jenis tindak pidana atau delik itu 

sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal 
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pembagian delik yang dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan 

mendasar antara kedua jenis antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. 

Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih berat daripada 

pelanggaran. 

3. Definisi Illegal Logging 

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian illegal 

logging tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah illegal 

logging berasal dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English 

Indonesian Dictionary, istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau 

bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary, illegal 

artinya “forbidden by law; unlawful”, artinya yang dilarang oleh hukum atau 

tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu 

gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke 

tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu 

kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum 

atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal 

(illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem 

Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting (Inpres No. 5 Tahun 2001), 

istilah illegal logging disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal12. 

 
12 IGM Nurdjana, dkk, Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 13. 
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Secara umum Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang 

kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup 

penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga  kegiatan jual beli (termasuk 

ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum 

yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan13. 

Sementara itu, menurut Sukardi, illegal logging ialah menebang kayu 

kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau 

tidak sah menurut hukum14. Definisi lain dari Illegal logging, berasal dari temu 

karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak pada tahun 2002, 

yaitu bahwa Illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang 

belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan 

Global Forest Watch (GFW), mengidentikkan Illegal logging dengan istilah 

“pembalakan liar” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan 

kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan 

kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi 

Illegal logging menjadi 2 (dua), yaitu : Pertama, yang dilakukan oleh 

operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang 

dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon- pohon ditebang oleh 

orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon 

 
13 Alam Setia Zain, Kamus Kehutanan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003), 75. 
14 Mukti Adji, “Tinjauan Hukum Illegal Logging dalam 

.http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html, diakses pada 10 

Agustus 2020.  

http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html
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Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan Illegal 

logging yaitu15 :  

a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada 

izinnya atau izin yang telah kadaluarsa; 

b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging 

yang sesuai peraturan; 

c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan 

konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan; 

d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada 

batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal 

perusahaan; 

e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu; 

f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan;  dan 

g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri 

fisik kayu atau kayu diselundupkan. 

Illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada 

kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh 

karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, 

maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian 

berdampak pada perusakan lingkungan16. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu 

ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai 

 
15 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme 

Global, (Tangerang: Wana Aksara, 2005), 7. 
16 IGM Nurdjana,.. 5. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

38 
 

 
 

izin dari pihak yang berwenang sehinggah tidak sah atau bertentangan dengan 

aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan 

yang dapat merusak hutan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan illegal logging 

merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkansangat luas 

mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan ini 

merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat 

menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, 

sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma- norma yang 

mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan 

hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya 

dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan 

secara nasional, maupun internasional. 

4. Macam – Macam Hukuman Pidana 

Berbicara mengenai tindak  pidana maka tidak lepas dari beberapa 

hukuman yang menyertainya, berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan 

pidana  yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana 

pokok dan pidana tambahan yaitu : 

1) Pidana Pokok  

Yaitu hukuman yang dijatuhkan bersama dengan hukuman 

tambahan, dan juga dijatuhkan sendiri. Macam-macam pidana pokok 

adalah sebagai berikut : 
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a) Pidana Mati  

Pidana mati merupakan hukuman yang masih dipertahankan di 

Indonesia meskipun bisa melanggar ketentuan HAM. Tujuan dalam 

menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diberikan kepada 

semua khalayak umum yang telah melakukan perbuatan melawan 

hukum dan menimbulkan keresahan kepada masyarakat sehingga 

hukuman mati diberikan untuk memberikan efek jera untuk melakukan 

perbuatan yang kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. 

b) Pidana Penjara  

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana dengan cara 

menghilangkan kemerdekaan pelaku tindak pidana. Dalam pidana 

penjara ini bertujuan untuk menyingkirkan terpidana dari masyarakat 

supaya masyarakat aman dari ancaman perbuatan yang dilakukan pelaku 

pidana.  

c) Pidana Kurungan  

Jenis pidana kurungan sifatnya mirip dengan pidana penjara 

yang sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang. Menurut 

Vos, pidana kurungan memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu sebagai 

custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan 

kesusilaan, yang kedua sebagai cutodia simplex, suatu perampasan 

kemerdekaan untuk delik pelanggaran. 

Mengenai pidana kurungan dan pidana penjara memiliki 

perbedaan diantaranya sebagai berikut: Pertama,  pidana penjara 
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diancam terhadap kejahatan yang berat, sedangkan pidana kurungan 

diancam sebagai pidana alternatif. Kedua, orang yang dihukum 

dengan pidana penjara pekerjaannya lebih berat dari pada orang yang 

diberikan pidana kurungan yang lebih ringan. Ketiga, pelaksanaan 

pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain di luar 

tempat ia berdiam pada waktu evakuasi.  

d) Pidana Denda 

Pidana dengan merupakan bentuk pidana paling tertua, lebih tua 

daripada pidana penjara. Pidana denda adalah hukuman yang bertuju 

kepada harta seseorang, yang akan bersifat seperti ganti kerugian 

terhadap pelaku tindak pidana.17. 

2) Pidana Tambahan  

Pidana tambahan merupakan pidana untuk menambah pidana pokok. 

Pidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang 

terdiri dari : 

a) Pencabutan Hak-hak tertentu 

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana 

di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 

pencabutan hak-hak tertentu meliputi dalam dua hal: 

a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan 

hakim. 

 
17Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta:1994), 177-187. 
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b. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu yang 

ditetapkan menurut undang-undang dengan suatu putusan 

hakim. Pada pasal 35 KUHP hak-hak yang dapat dicabut yaitu 

; 

▪ Hak memegang jabatan pada umumnya . 

▪ Hak untuk memasuki angkatan bersenjata. 

▪ Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum. 

▪ Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum 

(gerechtelijke bewindvoender). 

▪ Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 

perwakilan atau pengampuan anak sendiri. 

▪ Hak menjalankan pekerjaan yang tertentu18. 

b) Perampasan barang-barang tertentu 

Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Pidana 

perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan 

konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP yang tercantum pada 

Pasal 39 KUHP. dalam pasal itu ditentukan beberapa hal perampasan 

itu dapat dilakukan. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, 

yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan 

kedua barang yang dengan segaja digunakan dalam melakukan 

kejahatan. 

 
18Ibid, 192-193. 
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c) Pengumuman Putusan Hakim 

Pada hakikatnya putusan hakim akan menjadi semua penentu 

dari semua pidana yang telah ditentukan, dalam putusan hakim akan 

di ucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu. Pada 

dasarnya pengumuman ini akan dilakukan oleh pihak pengadilan dan 

beban biaya pengumuman menjadi tanggungan terpidana, 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengangkutan tanpa izin 

merupakan salah satu perbuatan tindak pidana illegal logging yang dimana 

telah melanggar ketentuan dan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur 

tindak pidana illegal logging adalah suatu kegiatan pemanfaatn hasil hutan 

kayu yang secara tidak sah dan terorganisasi, yang meliputi kegiatan 

menebang, mengangkut, memuat, membongkar, menguasai dan/atau memiliki 

hasil hutan. Dalam perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin ini 

merupakan tindakan yang merugikan masyarakat maupun Negara yang 

menguasai dan mengelola hutan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. 

 

B. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana dalam fiqh Islam disebut dengan fiqh jināyah yaitu 

hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan yang berkaitan dengan 

kejahatan manusia dengan manusia lainnya atau atas benda yang merupakan 

milik orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan mengenai jināyah 
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dikhusukan pada perbuatan dosa yang mana objeknya badan dan jiwa. Para 

ulama kontemporer menghimpunnya menjadi satu mulai dari semua jenis 

kejahatan dan pelanggaran yang objek sasarannya badan, jiwa, kehormatan, 

harta benda, negara, nama baik, lingkungan hidup dan tatanan hidup, semua 

itu dihimpun dalam fiqh jināyah atau hukum pidana Islam19. 

Pada hukum pidana Islam ada istilah lain jināyah yaitu jarimah . Pada 

dasarnya, kata jarimah  berarti perbuatan buruk, jelek dan dosa. Secara 

harfiah kata jarimah  sama dengan jināyah yaitu larangan syara’ apabila 

dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Jarimah  

biasanya diterapkan dalam perbuatan dosa, seperti mencuri, membunuh, 

perkosaan dan sebagainya. Semua perbuatan dosa tersebut disebut jarimah  

dan dirangkaikan dengan sifat perbuatannya, seperti jarimah  pencurian, 

jarimah  pembunuhan dan jarimah  perkosaan. 

 

 

2. Unsur – Unsur Jarimah  

Dikatakan perbuatan pidana (jarimah ) apabila telah terpenuhi unsur - 

unsurnya. Secara umum unsur-unsur dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 

tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral20. Berikut penjelasannya: 

 
19 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2013), 17. 
20 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11. 
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1) Unsur formal yaitu perbuatan pidana yang ketentuannya ada di dalam 

undang-undang atau nass. Artinya perbuatan tersebut dilarang oleh nass 

atau undang-undang dan apabila dilakukan akan terkena hukuman. 

Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam 

Alquran surat Al-Maidah ayat 38 dengan hukuman potongan tangan. 

Dalam hukum pidana positif hal ini disebut dengan asas legalitas yang 

artinya suatu perbuatan tidak dilarang atau tidak diancam pidana apabila 

tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Kaidah 

tentang ini adalah 

“tidak ada jarimah  (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum 

adanya nass (aturan pidana)”21 

2) Unsur materiil yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang tindakannya 

nyata dilakukan. Dengan arti lain adanya tingkah laku seseorang yang 

membentuk tindak pidana, baik itu dengan sikap berbuat ataupun tidak 

berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau 

mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut termasuk 

unsur materiil, karena perilakunya membentuk tindak pidana. Sedangkan  

dalam hukum positif, perilaku tersebut masuk dalam unsur objektif, yaitu 

perilaku yang bersifat melawan hukum. 

3) Unsur moral yaitu unsur yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak 

pidana yang diperbuat oleh si pelaku. Oleh karena itu, pelaku tindak 

 
21 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 40. 
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pidana harus orang yang dapat memahami hukum, menegrti isi beban dan 

sanggup menerima beban tersebut. Pertanggungjawaban diberikan kepada 

seorang mukallaf yaitu orang yang sudah ‘aqil  dan baligh. Dengan 

demikian apabila orang yang melakukan adalah orang gila atau masih 

dibawah umur maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak 

dikenakan hukuman. 

3. Pembagian Jarimah 

Jarimah  dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat 

ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran 

dan hadist. Ulama membagi jarimah  menjadi tiga macam yaitu: 

1) Jarimah Hudud 

Jarimah hudud yaitu hukum yang diatur dalam ketentuan aturan yang 

telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-hadits terhadap tindak kejahatan untuk 

mencegah tindakan serupa untuk kedua kalinya. Dalam hal ini yang termasuk 

dalam jinayah hudud terbagi menjadi 7 antara lain yaiut : zina, qadzaf, minum 

khamr, mencuri, merampok, pemberontakan, dan murtad. Hudūd adalah 

bentuk jamak dari kata had. Menurut bahada, had berarti cegahan. 

Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah 

pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. 

Menurut istilah syara’, had adalah pemberian hukuman yang merupakan 

hak Allah. Dalam jurisprudensi Islam, kata hudūd dibatasi pada hukuman 

atas tindak pidana yang tercantum dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Pada 

hakikatnya jarimah  hudūd adalah suatu hukuman yang tidak dapat 
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dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 

hukumannya telah ditentukan oleh nass, yaitu hukuman had (hak Allah) 

dengan jumlah terbatas. 

Jarimah  yang menjadi hak Allah pada dasarnya merupakan 

jarimah  yang menyangkut masyarakat banyak dengan tujuan menjaga 

kepentingan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Hakim dalam 

menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan ketentuan syara’ dan tidak 

berijtihad dalam menentukan hukuman. Para ulama sepakat bahwa yang 

masuk dalam kategori jarimah  hudūd yaitu zina (qadzaf), mencuri, 

merampok (hirabah), pemberontak (bughat), minum-minuman keras dan 

murtad. 

2) Jarimah Qishas dan Diyat 

Qisahs dalam hadis disebut degan kata qawad, maksdudnya adalah 

seumpama atau semisal. Artinya, akibat atau balasan yang diterima 

pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban. Abdul Qadir 

Audah mendefinisikan qisas sebagai pembalasan yang seimbang 

terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah diperbuat oleh 

pelaku terhadap korban. 

Hukuman yang paling berta pada jarimah  qisas diyāh yaitu 

hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan 

hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak karena 

dalam jarimah  qisahs apabila wali korban memaafkan akan diganti 
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dengan diyāh atau denda 100 (seratus) ekor unta. Pada hukum pidana 

Islam diyāh merupakan hukuman pengganti. 

Jarimah  qishas juga telah ditentukan jenis dan beratnya hukuman 

dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi, pada jarimah  qishas 

terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, wali, 

atau ahli waris korban memberi pengampunan. Jika korban, wali atau ahli 

waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan diganti 

dengan diyāh. Apabila pelaku tidak dapat membayar diyāh dan korban 

atau walinya memaafkan, maka hukuman yanga kan diterimanya berupa 

ta’zir yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh hakim dengan 

tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku. 

3) Jarimah Ta’zir 

Ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atau jarimah -jarimah  

yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Pada jarimah hudūd, qishas, 

dan diyāh kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara’, 

sedangkan pada jarimah ta’zir  kadar dan jenis hukumannya yang 

menentukan adalah penguasa atau hakim. Jarimah ta’zir dalam hukum 

pidana Islam hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat 

sampai dengan yang ringan. Hakim diberi kebebasan dalam berijtihad untuk 

memberikan hukuman pada jarimah  ini sesuai dengan jenis jari<mah  dan 

keadaan pelakunya. 

Dasar hukum adanya jarimah ta’zir, berlandaskan kepada umumnya 

hadis Nabi SAW yang mengungkapkan: 
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 لا ضر ر و لا ضرا ر

“Tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh melakukan pengrusakan”  

Dari hadis di atas muncul kaidah: 

 ا لضر ر يزال

“Kerusakan itu harus dilenyapkan” 

Para khalifah menjadikan hadis ini sebagai rujukan untuk menetapkan 

hukuman terhadap kejahatan yang tidak mungkin dikenakan hukuman qishas 

dan diyāh dan pula tidak hukuman hudūd. 

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk 

jarimah  dan hukuman ta’zir antara lain tindakan Sayidina Umar Ibn Khattab 

ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk 

disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya dengan membiarkan kambingnya 

dalam posisi telentang. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti 

dan berkata “asah dulu pisau itu!”.  

Dari peristiwa di atas, perbuatan yang dilakukan seseorang itu 

merupakan perbuatan makruh, tetapi tetap dikenakan hukuman sebagai 

pelajaran terhadap pelaku dan juga orang lain agar tidak mengulanginya lagi, 

dan juga siapapun tidak melakukan perbuatan semacam itu. Hukuman ta’zir   

semarah ini bukan perbuatan maksiat melainkan ta’zir atas perbuatan 

pelanggaran. 

Dari segi sifatnya, jarimah ta’zir dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a) Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

49 
 

 
 

b) Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 

umum. 

c) Ta’zir karena melkaukan pelanggaran. 

Dari segi hak yang dilanggar, jarimah ta’zir  di bagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

a) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah 

b) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu. 

Yang dimaksud jarimah ta’zir  yang menyinggung hak Allah adalah 

segala perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. 

Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi 

syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, 

penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksdu dengan jarimah yang 

menyinggung hak individu adalah segala perbuatan yan mengakibatkan 

kerugian kepada orang tertentu, bukan orang bnayak. Contohnya seperti 

penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain. 

Dari segi dasar hukum (penetapannya), ta’zir  juga dapat dibagi kepada 

tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 

a) Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah -jarimah hudūd atau qishas, 

tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti 

pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri. 

b) Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara’ tetapi 

hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mnegurangi 

takaran dan timbangan. 
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c) Jarimah ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh 

syara’. 

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, 

seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir  secara rinci 

menjadi enam bagian, yaitu: 

a) Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan pembunuhan  

b) Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan pelukaan 

c) Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan 

dan kerusakan akhlak 

d) Jarimah ta’zir  yang ebrkaitan dengan harta 

e) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 

f) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum. 

Dari keenam bagian tersebut berikut penjelasannya: 

a) Jarimah yang berkaitan dengan pembunuhan 

Pembunuhan disini diancam dengan hukuman mati. Apabila 

hukuman mati (qishas) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan 

diyāh. Apabila hukuman diyāh dimaaafkan maka ulil amri berhak untuk 

menjatuhkan hukuman ta’zir  apabila hal itu dipandang  lebih maslahat. 

Contoh lain dari pembunuhan yang di ancam dengan hukuman ta’zir 

adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat 

dikategorikan kepada maknsiat. 

b) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan 
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Menurut Imam Malik, hukuman ta’zir dapat digabungkan dengan 

qishas dalam jarimah  pelukaan, karena qishas merupakan hak admi, 

sedangkan ta’zir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, 

ta’zir juga dapat dikenakan terhadap jarimah  pelukaan apabila qishas-

nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang 

dibenarkan oleh syara’. 

Menurut mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali. Ta’zir  juga dapat 

dijatuhkan terhadap orang yang melakuakn jarimah pelukaan dengan 

berulang-ulang (residivis), disamping dikenakan hukuman qishas. 

c) Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 

kerusakan akhlak 

Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan ini adalah jarimah  zina, 

menuuduh zina, dan penghinaan. Perzinaan yang diancam dengan ta’zir 

diantaranya adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk 

dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, 

perbuatannya, atau tempatnya (objeknya). Zina disini termasuk perbuatan 

prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan 

istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya. 

Penuduhan zina yang dikategorikan ta’zir  adalah apabila yang 

dituduh itu bukan orang muhshan. Muhshan menurut para ulama adalah 

berakal, baligh, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Apabila seseorang tdiak 

memiliki syarat-syarat tersebut, maka ia termasuk ghairu muhshan. 

Termasuk juga pada ta’zir, penuduhan etrhadap sekelompok orang yang 
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sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang 

dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan kinayah (sindiran), 

menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta’zir  bukan 

hudūd. 

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada 

penghinaan dan statusnya termasuk kepada ta’zir, seperti tuduhan 

mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti 

wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk 

penghinaan yang dikenakan hukuman ta’zir . 

d) Jarimah  ta’zir  yang berkaitan dengan harta 

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah  pencurian 

dan perampokan. Apabila kedua syarat tersebut telah dipenuhi maka 

pelaku dikenakan hukuman had, tetapi jika syarat untuk dikenakan 

hukuman had tidak dipenuhi maka dikenakan hukuman ta’zir. Seperti 

contoh percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai 

batas nibah, meng-ghasab, dan perjudian. Sedngakan contoh dari 

perampokan speerti permapokan yang lakukan anak yang masih dibawah 

umur. 

e) Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 

Yang etrmasuk dalam jarimah ta’zir  ini, antara lain seperti saksi 

palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan 

sidnag pengadilan, meyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain 

(misal masuk rumah orang lain tanpa izin). 
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f) Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan kemaslahatan umum 

Jarimah ta’zir  yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 

1. Jarimah  yang menggunakan keamanan negara/pemerintah, seperti 

spionase dan percobaan kudeta 

2. Suap 

3. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lali dalam 

menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk 

mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam 

memutuskan suatu perkara 

4. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap 

masyarakat 

5. Melawan petugas pemerintah dan membnagkang terhadap 

peraturan, speerti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap 

pengadilan, dan menganiaya polisi. 

Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa hukuman ta’zir   

adalah hukuman yang belum ditetapkan oeh syara’ dan diserahkan kepada 

ulil amrri untuk menetapkannya. Hukuman ta’zir  secara garis besar dibagi 

menjadi empat kelompok, yaitu: 

a. Hukuman ta’zir  yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid 

(dera). 

b. Hukuman yang berkaidan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan. 
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c. Hukuman ta’zir  yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan 

atau perampasan harta, dan penghancuran barang. 

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil mari demi 

kemaslahatan umum. 

Dari ke empat tersebut, berikut penjelasannya: 

1) Hukuman ta’zir  yang berkitan dengan badan 

a. Hukuman mati 

Dalam jarimah  ta’zir , hukuman mati diterapkan oleh para 

fuqaha secara beragam. Hanafiah membolehkan ulil amri untuk 

menerapkan hukuman mati sebagai ta’zir  dalam jarimah -jarimah  

yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah  

tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali 

yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu masuk 

islam. 

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta’zir  

untuk jarimah -jarimah  ta’zir  tertentu, seperti contoh melakukan 

kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 

sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam Ibnu Uqail. 

Sebagian fuqaha Syafi’iyah membolehkan hukuman mati 

sebagai ta’zir  dalam kasus penyebaran aliaran-aliran sesat yang 

menyimpang dari ajaran Alquran dan Assunnah. Demikian pula 
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hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan 

tidak membedakan antara muhshan dan ghairu muhshan. 

b. Hukuman jilid (dera) 

Menurut pendapat Hanafiah, jilid sebagai ta’zir harus dicambukkan 

lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan ta’zir  orang yang 

terhukum akan jera. Akan tetapi hukuman jilid tidak boleh sampai 

menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh dan 

membahayakan jiawa, karena tujuannya memberi pelajaran dan 

pendiidkan kepadanya. 

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 

a. Hukuman penjara 

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang 

dimaksud dengan hukuma penjara menurut syara’ bukanlah 

menahan pelaku ditempat sempit, melainkan menahan seseorang 

dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik 

penahanannnya tersebut didalam rumah, masjid atau ditempat 

lainnya 

b. Hukuman pengasingan 

Jarimah  ta’zir yang dikenakan hukuman pengasingan 

adalah orang-orang yang berperilaku mukhannats (waria). 

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah  yang 

dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya 
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harus diasingkan (dibuang) untuk menghindarkan dari pengaruh-

pengaruh tersebut. 

3) Hukuman ta’zir   yang berkaitan dengan harta 

a. Status hukumnya 

Menurut Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara 

mengambil harta tidak diperbolehkan. Tetapi menurut Imam Abu 

Yusuf yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam 

Ahmad Ibn Hanbal, hukuman ta’zir   dengan cara mengambil harta 

itu diperbolehkan apabila membawa kemaslahatan. 

b. Pengertiannya 

Hukuman ta’zir   dengan mengambil harta itu bukan untuk 

diri hakim sendiri melainkan untuk kas negara (umum), dan untuk 

sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa bertobat maka harta 

tersebut dapat di tasaruf-kan untuk kepentingan yang mengandung 

kemaslahatan. 

c. Macam-macamnya 

1. Menghancurkannya 

Pengahancuran barang ini tidak selamanya merupakan 

kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan 

atau disedekahkan. 

2. Mengubahnya 

Hukuman ta’zir  yang berupa mengubah harta pelaku 

antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang 
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muslim dengan cara memotong bagian  kepalanya, sehingga 

mirip dengan pohon. 

3. Memilikinya 

Hukuman ta’zir berupa pemilikan harta penjahat 

(pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW 

melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-

buahan, disamping hukuman jilid. Demikian pula keputusan 

Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang 

menggelapkan barang temuan.wujud dari benda tersebut 

adalah denda atau dalam bahas arabnya disebut Gharamah. 

Maka hukuman denda sebagai salah satu jenis hukuman ta’zir   

dalam syariah Islam. 

  Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat 

hukuman-hukuman ta’zir  yang lain, sepert: 

1) Peringatan keras 

2) Dihadirkan dihadapan sidang 

3) Nasihat 

4) Celaan  

5) Pengucilan 

6) Pemecatan 

7) Pengumuman kesalahan secara terbuka. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG NOMOR 95/PID.SUS-

LH/2019/PN.KTP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN 

HASIL HUTAN TANPA IZIN  

A. Deskripsi Kasus  

Pada 22 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Ketapang yang 

mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat 

pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan 

terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi yang beralamat di Dusun Satu 

Rt.002/002 Desa Tanjung Pura Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang 

Kalimantan Barat. 

Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh jaksa penuntut umum 

dengan nomor perkara 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp dengan dakwaan 

alternatif: Pertama diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (b) 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. Berawal dari pada waktu dan tempat 

sebagaimana disebutkan diatas, pada saat saksi saksi Rangga Virliansyah 

alias Rangga, saksi H. Sarkawi dan Wahyu Apriyadi, yang merupakan 

anggota kepolisian sedang melakukan patroli di wilayah perairan Kab. 

Ketapang melihat 1 unit Motor Air sedang mengangkut jenis kayu yang 

tidak dilengkapi surat izin. Bahwa ketika melakukan penangkapan 

terhadap terdakwa ditemukan beberapa jenis kayu yaitu berupa jenis kayu 
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ulin sebanyak kurang lebih 313 keping = 9,1048 m3 dengan menggunakan 

1 unit Motor Air, tanpa nama.  

Pada pengangkutan kayu yang tidak memiliki surat sah ini 

dilakukan di perairan Sungai Pawan Desa Negeri Baru Kec. Benua 

Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Dengan keterangan saksi 

bahwa sebelumnya saudara Mahmud menyuruh terdakwa dari Kec. Sandai 

menuju Ketapang1.  

B. Keterangan Saksi-Saksi 

1. Keterangan saksi Wahyu Apriyadi, S.Pd : Dibawah sumpah 

menerangkan dipersidangan sebagai berikut : 

a. Bahwa saksi Bersama-sama dengan saksis Harry Prasetyo telah 

melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah 

mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis Ulin sebanyak kurang 

lebih 313 keping = 9.1048 M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit 

Motor Air KM. tanpa nama; 

b. Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum’at 

tanggal 11 Januari 2019 pada pukul 19.06 WIB bertempat di 

wilayah perairan sungai Pawan Desa Negeri Baru Kec. Benua 

Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat; 

c. Bahwa sebelumnya saksi Bersama dengan saksi Harry PRasetyo 

melakukan patrol di wilayah perairan Kab. Ketapang, pada saat 

berada di wilayah perairan Sungai Pawan Desa Negeri Baru Kec. 

 
1 Putusan 95.Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp,1-3 
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Benua Kayong Kab. Ketapang saksi melakukan pemeriksaan 

terhadap 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama yang di nahkodai oleh 

terdakwa; 

d. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut 

ditemukan kayu jeni belian sebanyak 313 = 9.1048 M3 dengan 

berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan. 

e. Bahwa kayu yangdiangkut terdakwa tersebut dari SAndai menuju 

Ketapang dan kayu tersebut adalah milik saudara Mahmud dengan 

menirima upah sabanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) 

sekali jalan2; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. 

2. Keterangan saksi  Rangga Virliansyah alias Rangga bin Bulhasan 

(alm) ; keterangan BAPnya dibacakan dipersidangan sebagai berikut : 

a. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena 

telah mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis Ulin sebanyak 

kurang lebih 313 keping = 9.1048 M3 dengan menggunakan 1 

(satu) unir Motor Air KM. Tanpa Nama; 

b. Bahwa saksi menerangkan tersebut pada hari Jum’at tanggal 11 

Januari 2019 pada pukul 19.06 WIB bertempat pada wilayah 

peraiaran Sungai Pawan  Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong 

Kab. Ketapang Kalimantan Barat; 

 
2Ibid,.5. 
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c. Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saudara Mahmud 

menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu dari Kec Sandai 

menuju Ketapang; 

d. Bahwa saksi menerangkan kayu tersebut rencananya akan 

dibongkar didepan rumah saksi H. Sarkawi alias H. Awi di Kel 

Mulia Kerta Kec. Benua Kayong ; 

e. Bahwa saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian melakukan 

penangkapan tersebut kayu yang diangkut oleh terdakwa namun 

kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya3.  

3. Keterangan saksi H. Sarkawi alias H. Awi bin Makmur : Dibawah 

sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut : 

a. Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan 

pengangkapan terhadap terdakwa karena telah mengangkut hasil 

hutan berupa kayu jenis Ulin sebanyak 313 keping = 9.1048 M3 

dengan menggunakan 1 (satu) unir Motor Air KM. Tanpa Nama. 

b. Bahwa saksi menerangkan tersebut pada hari Jum’at tanggal 11 

Januari 2019 sekitar pukul 19.06 WIB bertempat pada wilayah 

peraiaran Sungai Pawan  Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong 

Kab. Ketapang Kalimantan Barat. 

 
3Ibid,.5. 
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c. Bahwa saksi menerangkan sebelumnnya saksi mengetahui ada 

terdakwa membawa kapal motor mengangkut kayu belian milik 

saudara Mahmud dan kapal motor air tersebut dating sehabis 

Magrib dan membongkar muatan kayu di pinggir Sungai Pawan 

didepan halaman rumah saksi; 

d. Bahwa saksi menerangkan jumlah kayu yang diangkut terdakwa 

tersebut sebanyak 313 keping = 9,1048 M3 dengan menggunakan 1 

(satu) unit Motor Air KM. Tanpa Nama; 

e. Bahwa saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian melakukan 

penangkapan tersebut kayu yang diangkut oleh terdakwa namun 

kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan4; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. 

4. Keterangan saksi ahli Bidang Penata Usahaan Hasil hutan 

Keterangan ahli Bidang Penata Usahaan Hasil Hutan dan iuran 

Grace Mariana Silalahi, S.P : Keterangan BAPnya dibacakan 

dipersidanagan sebagai berikut  : 

a. Bahwa Ahli menerangkan ahli bekerja sebagai pegawai Negeri 

Sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII 

Pontianak; 

b. Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan selaku Ahli 

berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan 

 
4Ibid, 6. 
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Hutan Produksi(BPHP) Wilayah VIII Pontianak Nomor : 

PT.15/BPHP-VIII/TU/01/2019 tanggal 16 Januari 2019; 

c. Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 

18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

pasal, angka 13, yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan 

berupa kayu bulat, kayu kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang 

berasal dari Kawasan hutan. 

d. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-

Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang 

Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap 

pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib 

dilengkapi Bersama-sama dengan dokumen angkutan surat 

keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK); 

e. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan PP Nomor : 6 Tahun 2007 

tentang Tata Hutan dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 angka (29), SKSHH adalah 

dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan 

pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan; 

f. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturam Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-

Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang 

Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap 
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pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib 

dilengkapi Bersama-sama engan dokumen angkutan surat 

keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK); selanjutnya pada 

Pasal 11 dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 

1) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) 

digunakan untuk menyertai :  

a) Kayu bulat dari Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan Industri 

Primer; 

b) Kayu olahan berupa kayu gergajian , vaneer dan serpih dari 

Industri Primer.  

2) Nota Angkutan digunakan untuk menyertai : 

a) Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang; 

b) Pengangkutan terhadap hasil hutan kayu dari lokasi 

pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan 

bongkar ke tujuan akhir; 

c) Pengangkutan KO dari TPT-KO; 

d) Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami 

sebelum terbitnya ha katas tanah dari Kawasan hutan yang 

diperuntukan langsung sebagai cerucuk; 

e) Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke 

industry pengelolahan kayu; 

g. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-
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Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang 

Berasal dari Hutan Alam Pasal 12 menjelaskan hal-hal sebagai 

berikut : 

1) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self 

assessment melalui aplikasi SIPUHH; 

2) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi 

GANISPHPL sesuai kompetensinya; 

3) Nota Angkutan diterbitkan self assessment  oleh karyawan 

pemegang izin; 

h. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-

Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang 

Berasal dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa 

Surat Keterangan SAhnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya 

dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang 

telah dibayar lunas Provinsi Sumber Daya Hutan  (PSDH), Dana 

Reboisasi (DR) dan atau pengganti Nilai Tegakan (PNT) sesuai 

dengan keentuan peraturan perundang-undangan; 

i. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk-Setjen/2014 tentang penetapan 

harga patokan hasil hutan untuk penghitungan Provinsi Sumber 
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Daya Hutan, ganti rugi tegakan dan pengganti nilai tegakan yang 

dimaksud dengan : 

1) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan sebagai 

pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan yang dipungut dari 

hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada 

Kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk 

pembangunan diluar sector kehutanan; 

2) Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi 

jutan serta kegiatan pendkungnya yang dipungut dari 

pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan 

negara dan atau terhadap hasil hutan kayu alam yang telah 

dilepas statusnya menjadi bukawan Kawasan htan dan atau 

terhadap hasil hutan yang berada pada Kawasan hutan dan atau 

pada hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di 

luar sektor kehutanan; 

3) Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagai 

pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari 

perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan; 

4) Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT 

adalah pungutan akibat dari izin Pemanfaatan kayu, 

penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani 

Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu 
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dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan 

milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lain 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 

j. Bahwa ahli menjelaskan Penggantian Nilai Tegakan yang 

selanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari izin 

Pemanfaatan kayu, pengguna kawasan hutan yang telah dilepas 

dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil 

hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada 

lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lain 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya kayu bulat dikelompokkan menjadi: 

1) Kayu Bulat Besar adalah yang selanjutnya disebut KKB adalah 

sertimen kayu bulat dengan ukuran diameter 50 cm atau lebih: 

2) Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah 

sertimen kayu bulat dengan ukuran diameter 30 cm samapai 

dengan 49 cm. 

3) Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah 

sortimen kayu bulat dengan diameter kurang dari 30 cm atau 

kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena 

memiliki cacat yang dapat mereduksi volume lebih dari 40 % 

atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral: 

k. Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenis 

Ulin sejumlah 313 batang = 9.1048 M3, bukan termasuk kayu bulat 
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yang dihasilkan dair pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan 

Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak pasal 5 

ayat (1) huruf (b) menyebutkan bahwa hasil hutan kayu budidaya 

yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Jawa dan Bali yaitu 

jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Jambu, Jengkol, 

Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nagka, 

Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, 

Jabon, Sengon dan Petai, selanjutnya pada ayat (2) meneyebutkan 

Kepala Dinas Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dapat 

menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), yang ditetapkan 

dengan keputusan, berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa kayu yang termasuk dalam kelompok jenis 

Meranti dan Kelompok Campuran bukan termasuk kayu hasil 

budidaya.  

l. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan P.43/Mrnlk-Setjen/2015 

tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan 

alam dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) bahwa setiap 

pengangkutan,penguasaan, atau pemilik hasil hutan kayu wajib 

dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat 
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Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selanjutnya 

pada Pasal 11 dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

1) Surat Keteranga Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) 

digunakan untuk menyertai : 

a) Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan 

Industri Primer: 

b) Kayu olehan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari 

Industri Primer. 

m. Bahwa Ahli menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

pemilik kayu adalah melakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT 

sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang 

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam 

Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh 

pemegang ha katas tanah/IPK/IPPKH sesuai mekanisme 

SIMPONI: 

C. Surat Dakwaan  

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum didakwa 

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : 

Bahwa terdakwa Ahmad Mubarok bin Isweldi pada hari Jum’at 

tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 19.06 wib atau setidak-tidaknya 

masih sekitar bulan Januari 2019 bertempat di wilayah perairan Sungai 

Pawan Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan 
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Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempang yang masih termasuk 

daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, 

memeriksa dan memutus perkara ini, “Dilarang mengangkut, menguasai 

atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersaman 

surat keterangan sahnya hasil hutan”. Perbuatan mana dilakukan oleh 

terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya tim Polda 

Kalbar menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kapal 

mengangkut muatan kayu hasil hutan dari Sandai akan turun menuju 

Ketapang tanpa dilengkapi dokumen, setelah mendapat informasi 

tersebut kemudian tim Ditpolair Polda Kalbar berdasarkan surat 

perintah tugas dari Direktur Polair Polda Kalbar No : Sprin, Lidik / 04 / 

I / 2019 / Ditpolair, tanggal 08 Januari 2019 untuk mengecek kebenaran 

informasi tersebut. 

2. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 19.06 

WIB tim Ditpolair melakukan patrol di wilayah perairan Kab. Ketapang 

diwilayah Sungai Pawan Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong KAb. 

Ketapang tim Polda Kalbar dan saksi Wahyu Apriadi S.Pd dan Harry 

Prasetyo melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit motor air tanpa nama 

yang di nahkodai oleh terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi. Setelah 

dilakukan pemeriksaan terdapat barang bukti berupa kayu olahan jenis 

kelompok indah II (belian) sebanyak 313 keping dengan total jumlah 

volume 9,1048 m3 dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan 
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Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen apapun 

mengenai kepemilikan kayu. 

3. Bahwa setelah dinyatakan kepada terdakwa perihal kepemilikan kayu 

tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik Mahmud (DPO) dan 

terdakwa hanya diminta untuk mengangkut kayu tersebut dari Sandai 

menuju Ketapang oleh Mahmud dengan menerima upah sebesar RP. 

700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).  

Dalam hal ini perbuatan terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi 

sebagai mana di atur dan diancam pidana pasal 83 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan.  

D. Pertimbangan Hakim  

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksan 

persidangan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatannya terdakwa dapat 

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal 

yang diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan dengan Unsur-Unsur sebagai berikut : 

1. Unsur “Setiap Orang” 

Bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah siapa 

saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan 

segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan 
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sebagai subyek hukum adalah terdakwa adalah Ahmad Mubarak bin 

Isweldi yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan 

identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaa dan 

terdakwa telah menjawab dengan lancer pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum 

yangdiajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian usnru 

dari “Setiap Orang” telah terpenuhi.  

2. Unsur “ dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 

kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya 

hasil hutan” 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan 

terdakwa dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa 

terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi pada hari Jum’at tanggal 11 

Januari 2019 sekitar pukul 19.06 WIB bertempat di wilayah perairan 

Sungai Pawon Desa Negeri BAru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang 

Kalimantan Barat, bermula ketika Tim Dit Polair Polda Kalbar 

melakukan patrol di wilayah perairan Kab. Ketapang pada saat berada 

di wilayah perairan Sungai Pawon Desa Negeri Baru Kec. Benua 

Kayong Kab. Ketapang tim dit Polair Polda Kalbar diantaranya saksi 

Wahyu Apriadi, S.Pd dan saksi Harry Prasetyo melakukan 

pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama yang di nahkodai 

oleh terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi, setelah dilakukan 
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pemeriksaan terhadap kapal tersebut ditemukan barang bukti berupa 

kayu olahan jenis Kelompok Indah II (belian) sebanyak 313 keping 

dengan total jumlah volume 9,1048 M3 dengan berbagai ukuran tanpa 

dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 

atau dokumen apapun perihal kepemilikan kayu-kayu tersebut. Perihal 

kepemilikan kayu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik 

Mahmud (DPO) dan terdakwa hanya minta untuk mengangkut kayu 

tersebut dari SAndai menuju Ketapang oleh Mahmud dengan 

menerima upah mengangkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) sekali jalan, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa di 

bawa ke Polda Kalbar guna Proses lebih lanjut. Dengan demikian 

maka unsur “ dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 

hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan 

sahnya hasil hutan” telah terpenuhi.  

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat telah 

terpenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara 

sah telah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau 

memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan 

surat keterangan sahnya hasil hutan”sebagai mana diuraikan dalam 

dakwaan kedua Penuntut Umum.  
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Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagai 

mana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama 

dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan 

pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada terdakwa, maka 

terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan 

dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHAP kepadanya 

haruslah dijatuhi pidana. 

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya 

Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan 

ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan 

yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari 

pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.  

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa 

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari 

pembayaran dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP 

kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkaya yang 

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.  

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntu 

Umum berupa : 1 (satu) unit Motor Air Tanpa Nama, Kayu Belian 

sebanyak 313 keping = 9,1048 M3 dirampas untuk Negara.  

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di 
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pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat 

ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa5 

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Setelah mendengar pembacaan tuntuan pidana yang diajukan oleh 

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengangkut, 

menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi 

secara bersaman surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 83 ayat 

(1) huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi 

dengan pidana penjara selama (3) tahun dikurangi selama terdakwa 

berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa 

tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) subside 3 bulan kurungan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) unit Motor Air Tanpa Nama  

b. Kayu Belian sebanyak 313 keping = 9.1048 m3 

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 

(lima ribu rupiah). 

 
5Ibid, 13-16. 
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F. Pledoi 

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas 

mengenai keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang 

dikumpulkan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala 

kewibaannya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. 

Dengan menyatakan bahwa seluruh tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum 

terlalu berlebihan dan merasa terlalu berat untuk terdakwa. Dalam hal ini 

terdakwa meminta suatu keringan dalam tuntutan jaksa penuntut umum 

atau meminta majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya 

terhadap terdakwa. 

G. Putusan Hakim  

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan 

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangankan hal-hal yang 

dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan 

dijatuhkan atas diri para terdakwa. Dalam hal ini sebagai acuan 

pertimbangan hakim hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

mengadili terdakwa sebagai berikut: 

 

1. Hal yang memberatkan terdakwa  

a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sehingga 

masyarakat tidak memiliki ketenangan dalam melakukan aktvitas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

77 
 

 
 

b. Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dengan tindakannya 

yang mengangkut hasil hutan tanpa izin dengan tidak memiliki surat 

keterangan sahnya hasil hutan. 

2. Hal yang meringankan terdakwa  

a. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali 

perbuatannya. 

b. Terdakwa belum pernah dihukum. 

Dalam hal ini menyatakan bahwa majelis hakim mengadili atas 

perkara terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi dengan menjatuhkan 

putusan pengadilan sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi, tersebut diatas 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tndak pidana “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 

hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan 

sahnya hasil hutan”. 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga 

ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) 

Bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
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5. Menetapkan barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) unit Motor Air Tanpa Nama 

b. Kayu Belian sebanyak 313 keping = 9,1048 M3 dirampas untuk 

Negara. 

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).6 

 
6Ibid,.16-17. 
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BAB IV  

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN 

TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG 

NOMOR 95/Pid.Sus-LH/2019/ PN Ktp 

a. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin  

dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/ 

PN Ktp.  

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang menjadi dasar untuk 

memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim 

harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan termasuk 

fakta-fakta di dalam persidangan. Salah satu aspek terpenting dalam 

pertimbangan hakim adalah untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, 

disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan telititi, baik, dan cermat. 

Selain itu dasar pertimbangan hakim juga sangat penting untuk melihat 

bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan 

yang telah ditentukan atau tidak. Karena jika putusan hakim tidak sesuai 

dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, akan berdampak negative 

terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan juga tidak akan 

membawa manfaat bagi narapidana.   
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Dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 

95/PID.SUS/LH/2019/PN Ktp tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu 

Hasil Hutan Tanpa Izin dengan Terdakwa Ahmad Mubarok Bin Isweldi. 

Mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi 

yaitu melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang bertempat 

di kawasan hutan Ketapang Kalimantan Barat dengan mengangkut kayu 

berjenis Belian dengan banyak 313 batang, kemudian di pindah dan diangkut 

menggunakan 1 unit Motor Air tanpa nama yang mana dalam pengangkutan 

tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga perbuatan 

terdakwa tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 

Pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari 

Jum’at tanggal 11 Januari 2019 pukul 19.06 WIB bertempat di wilayah 

perairan sunga Pawan Desa Negeri BAru Kec Benua Kayong Kab. Ketapang 

Kalimantan Barat. Ia melakukan tindak pidana tersebut menggunakan 

kendaraan Motor Air Tanpa Nama, pada saat itu Terdakwa telah mengangkut 

kayu jenis belian sebanyak 313 keping = 9.1048 M3 dengan berbagai ukuran 

panjang dan diameter yang berbeda-beda. Kemudian setelah dilakukan 

penyelidikan oleh pihak kepolisian, kayu tersebut di bawah melalui 

transportasi air dengan membawa Motor Air yang dinahkodai oleh Terdakwa 

sendiri. Dan ketika ditanya tentang surat keterangan sahnya hasil hutan yang 

seharusnya menyertai kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak memilikinya. 
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Akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian yang 

besar atas perbuatan Terdakwa. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 

95/PID.SUS/LH/2019/PN Ktp Majelis Hakim memutus perkara dengan 

mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 

12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Orang Perseorangan 

Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang 

menjadi subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya 

dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang 

dilakukannya. Perlunya unsur “orang perorangan” ini untuk mencegah 

terjadinya error in persona atau salah menghadapkan terdakwa ke muka 

persidangan. Subyek hukum dalam perkara ini, yang telah dihadapkan ke 

persidangan seorang Terdakwa yaitu Ahmad Mubarok Bin Isweldi yang 

telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana 

identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan.  

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendirian tidak 

ada kesalahan atau error in persona tentang Terdakwa yang diajukan di 

depan persidangan, maka unsur “orang perorangan” telah terpenuhi. 

2. Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 

kayu 
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Dalam Memori van Teolichting (MvT) kesengajaan atau opzet di 

artikan sebagai willens en weten (menghendaki atau mengetahui). 

Perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk 

melakukan suatu eprbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui diartikan 

sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat 

menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.  

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, 

maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan 

Terdakwa memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal 

tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga Ahli yang 

dihadirkan dalam perkara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim 

“dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagian 

atau terpisah dari rumusan delik dibelakangnya, melainkan harus 

ditafsirkan dalam satu kesatuan  rumusan delik, sehingga dengan demikian 

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja telah 

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu”” telah terpenuhi. 

3. Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 

hutan.  

Menurut Pasal 1 angka 12 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan vide Pasal 1 

angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 

yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 
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adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan 

pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim harus juga 

memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang 

memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan Negara. 

Sedangkan hal yang meringankan yaitu: 

a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan 

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya tersebut dikemudian hari. 

c. Terdakwa belum pernah dihukum. 

Dari unsur-unsur di atas dan pertimbangan dari hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan Terdakwa, kemudian hakim menetapkan 

hukuman sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Mubarok 

Bin Isweldi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu 

yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 2 Tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menetapkan 

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
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Menurut analisis penulis, hukuman yang diberikan oleh Majelis 

Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dari ketentuan Undang-undang yang 

diberlakukan. Jika melihat ancaman hukumannya dalam Pasal 83 ayat (1) 

huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan 

hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

juta rupiah). Padahal perbuatan Terdakwa ini dalam hal yang memberatkan 

merugikan pemerintah dalam upaya mendukung pemerintah untuk 

pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Dalam hal ini sudah 

sepatutnya Terdakwa dikenakan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya 

dan dampak negatif yang di timbulkan serta hukumannya tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang, agar dapat 

membuat efek jera kepada Terdakwa dan memberikan suatu pencegahan 

kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama yang telah 

dilakukan oleh Terdakwa. 

Untuk memperkuat analisis penulis, dengan ini dipaparkan beberapa 

contoh kasus Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 93/Pid.B/LH/2017/PN Tar. 

Dengan terdakwa Aris bin Nurdin, 43 tahun yang diputus oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b juncto 
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Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti 

dengan pidana  kurungan selama 1 (satu) bulan. 

2. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pid.B/LH/2019/PN Bla. 

Dengan terdakwa I Senen bin Sarmin umur 53 Tahun dan terdakwa II 

Supardi bin Sokamin 39 tahun, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Blora dengan Pasal 83 ayat 1 (satu) huruf b juncto Pasal 12 huruf e 

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara masing-masing 

selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda 

tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing 

selama 1 (satu) bulan kurungan. 

Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara yang 

dilakukan oleh hakim pada masing-masing tingkat peradilan, dalam hal ini 

adalah Pengadilan Negeri Ketapang. Berdasarkan ketentuan pada pasal 178 

HIR, apabila proses pemeriksaan telah selesai, maka hakim  yang memiliki 

jabatan tertinggi dalam persidangan harus melakukan musyawarah dalam 

mengambil keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan 

putusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang telah diperiksa, baik 

itu perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam membuat sebuah putusan 
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hakim harus dapat mengolah dan memproses data yang diperoleh selama 

proses persidangan. Dalam ketentuan  sebuah putusan harus berisikan isi dan 

beberapa aspek putusan yang meliputi : identitas para pihak, pertimbangan-

pertimbangan, keterangan saksi, barang bukti, serta amar putusan.  

Hal yang paling penting dalam memutus suatu perkara adalah dengan 

adanya kesimpulan serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal 

ini dalam memutuskan suatu perkara maka hakim harus bisa menggali, 

memahami nilai-nilai hukum yang berlaku, dengan berdasarkan asas-asas 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam prakteknya seorang hakim 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa bergantung kepada nuraninya sendiri 

dan fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang dadilinya tersebut. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 

95/Pid.Susu/LH/2019/PN.Ktp tentang pengangkutan hasil hutan tanpa izin 

yang dilakukan oleh Ahmad Mubarok Bin Isweldi dijatuhkan beberapa sanksi 

pidana oleh majelis hakim. Majelis hakim menetapkan bahwasannya Ahmad 

Mubarok Bin Isweldi  secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Hal ini melanggar ketentuan pasal 83 

ayat (1) huruf b j.o pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan 

Hasil Hutan Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang 

Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/ PN Ktp.  
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Indonesia adalah Negara hukum. Segala tindakan yang dilakukan 

memiliki ketentuan sehingga terdapat batas-batas atas perbuatan yang 

dilakukan. Dan ketika perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum atau 

melanggar ketentuan Undang-Undang maka perbuatan tersebut harus dipatuhi 

dan dilaksanakan supaya tidak ada lagi yang melanggar peraturan yang sudah 

ditetapkan. Dalam Undang-Undang atau peraturan yang sudah ditetapkan 

perlu adanya penetapan terhadap hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak 

pidana, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggar 

aturan dan kemuadian menerapkan juga hukuman yang tepat seperti hukuman 

pokok ataupun hukuman yang bersifat tambahan.  

Berdasarkan Kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang 

dilakukan oleh Ahmad Mubarok bin Isweldi di Ketapang Provinsi Kalimantan 

Barat. Terdakwa mengangkut 313 gelondong kayu Berlin milik Negara 

dengan berbagai ukuran panjang dan diameter tanpa dilengkapi dengan  Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 

Dalam Hukum Pidana Islam kasus tindak pidana pengangkutan kayu hasil 

hutan tanpa izin merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan, sehingga 

menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, dan alam serta perbuatan 

tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’. Berdasarkan Firman Allah 

SWT dalam surah al-qashas ayat 77 yang menyebutkan agar manusia tidak membuat 

kerusakan di muka bumi yaitu: 
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ارَ الْْخِرةََ   ُ الدَّ نْ يَا   ۖ  وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ اللَّّ ُ إلِيَْكَ وَأَ   ۖ  وَلَا تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ حْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّّ
بُّ الْمُفْسِدِينَ   ۖ  وَلَا تَ بْغِ الْفَسَادَ فِ الْأَرْضِ   ۖ   إِنَّ اللََّّ لَا يُُِ  

   “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-qashas : 77)  

 

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa perbuatan pengangkutan kayu 

hasil hutan tanpa izin termasuk dalam jarimah  pengrusakan bumi yang telah 

dilarang oleh Allah SWT. Dan selaras dengan ayat diatas Al-Mawardi 

mengungkapkan bahwa: 

رالله تعالى عنها بحد أوتعزيرالجرائم محظورات شرعية زج  

    “Jarimah  adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang 

diancam dengan hukuman hadd atau takzir.” 

Seseorang dapat dikatakan sebagai terpidana apabila unsur-unsur 

tindak pidana terpenuhi. Secara umum unsur-unsur jari<mah  dalam Hukum 

Pidana Islam dibagi menjadi tiga, yaitu : 

• Unsur formal, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus 

terdapat dalam ketentuan yang telah ditetapkan di dalam nash yang 

melarang perbuatannya dan diancam dengan hukuman kepadanya. Pada 

kasus tersebut adalah Pasal 12 huruf e yang ancaman hukumannya 

dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 
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2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-A’raf ayat 56 :  

نَ الْمُحْسِ نِيَن    وَلَا تُ فْسِدُواْ فِ الَأرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحَْْتَ اللّرِ قَريِبٌ مرِ

    “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah 

Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 

2) Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum dengan tindakan 

yang dilakukan secara nyata. Dengan berdasarkan suatu keterangan yang 

telah diberikan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang 

bukti yang lain. Diperoleh dari beberapa keterangan saksi Wahyu Apriyadi 

yang merupakan anggota polri yang sedang melaksanakan patroli melihat 

1 unit kendaraan motor air tanpa namayang sedang di kendarai oleh 

terdakwa Ahmad Mubarok Bin Isweldi. Kemudian diadakan pemeriksaan 

terhadap motor air tanpa nama yang dikendarai, dan ditemukan kayu 

berjenis ulin dengan jumlah 313 batang yang berasal dari kawasan hutan. 

Namun terdakwa Isweldi tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya 

hasil hutan (SKSHH). Kemudian dari pengakuan terdakwa membenarkan 

bahwa jenis kayu yang telah diangkut tanpa izin merupakan kayu jenis ulin 

dengan jumlah 313 keping = 9,1048 M3 yang mana diangkut dari lokasi 

kawasan hutan di daerah Kalimantan barat tanpa memiliki surat izin 

maupun surat keterangan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan urutan 
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pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur materil telah 

terpenuhi.  

3) Unsur Moral, yaitu unsur yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak 

pidana yang diperbuat oleh si pelaku. Oleh karena itu, pelaku tindak 

pidana harus orang yang dapat memahami hukum, menegrti isi beban dan 

sanggup menerima beban tersebut. Pertanggungjawaban diberikan kepada 

seorang mukallaf yaitu orang yang sudah ‘aqil  dan baligh. Dalam 

pertimbangan hakim di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 

alasan pembenar atau alasan pemaaf, dari pertimbangan hakim jelas bahwa 

terdakwa telah dianggap mukallaf dan baligh dan dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Berdasarkan analisis penulis, hukuman bagi pelaku tindak pidana 

pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin termasuk tindakan perusakan 

lingkungan yang hukumannya adalah Jarimah  takzir. Yang mana perbuatan 

tersebut telah menyinggung hak Allah dan mengganggu kemaslahan umum. 

Bentuk hukuman takzir  kadar ketentuannya berdasarkan syara’ dan untuk 

penetapan dan pelaksanaan hukuman dierahkan kepada ulil al-amr 

(penguasa). 

Menurut Yusuf Qardhawi juga menegaskan mengenai masalah pelestarian 

lingkungan untuk diterapkan hukuman sanksi berupa kurungan (takzir ) bagi 

pelaku perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah 

(waliyyul amr ). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya 

mengenai tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 

95/Pid.SUS/LH/2019/PN Ktp. Majelis hakim dalam menjatuhkan 

hukuman penjara terlalu ringan karena telah mempertimbangkan dari hal-

hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, 

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya tersebut dikemudian hari serta terdakwa belum pernah 

dihukum. Maka dari itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

kurang dari ketentuan yang ada dalam pasal 83 ayat (1) huruf b juncto 

pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 yang 

seharusnya dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah). Namun dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan maka terdakwa dihukum dengan penjara selama 2 Tahun dan 

denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengangkutan kayu 

hasil hutan tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 
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99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. Dengan terdakwa Ahmad Mubarok bin 

Isweldi yang diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2 

Tahun  dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 

merupakan tindakan perusakan lingkungan yang hukumannya adalah 

jarimah ta’zir yang bentuk hukumannya belum ditentukan oleh syara’. 

Sedangkan untuk penetapan dan pelaksanaan hukumannya diserahkan 

kepala ulil al-amr. 

B. Saran  

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis mengenai tentang skripsi ini, 

diantara lain yaitu :  

1.  Diharapkan kepada penegak hukum pada setiap tindak pidana 

memiliki sikap yang adil dalam penetapan dan menjatuhkan sanksi 

hukuman pada setiap tindak pidana khususnya tentang pengangkutan 

hasil hutan tanpa izin ini dengan mempertimbangkan aspek yang dapat 

menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun terhadap Negara. 

Dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku 

kejahatan dan agar mereka berfikir dua kalu sebelum mengulangi 

perbuatannya.  

2. Memberikan sanksi yang setimpal kepada aparatur negara jikalau telah 

melakukan pelanggaran apapun dan tidak ada kesenjangan hukum 

terhadap antar masyarakat umum. 

3. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

yang khusuhnya berada di daerah terpencil, sehingga tidak melakukan 
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kesalahan dalam bertindak. Karena tidak semua masyarakat 

mengetahui proses hukum dan hal yang telah dilarang oleh negara.  
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